
 
 

 

 

 

 

 
BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR  44  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2018  

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang   :  bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi dalam Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50               

Tahun 2018 dimaksud; 

  

Mengingat :  1. Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     1950    tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan    

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

4.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik   

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7.  Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam  Rangka Penagihan Pajak dengan Surat   Paksa   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000                  

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4049); 

8.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2016  tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

10.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11.  Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   24/PMK.03/2008 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa 

dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, sebagaimana   

telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri Keuangan Nomor 

85/PMK.03/2010; 

12.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

13. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sidoarjo  Nomor 9  Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo   

Nomor 3 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 20); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50                   

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak sebagai 

berikut : 
a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/ atau 

jenis pajak yang berbeda; 
b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan/atau 

c. dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda. 
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(2) Pemindahbukuan dapat diproses atas pembayaran Pajak sejak  

tanggal  pembayaran  untuk  melunasi/kompensasi  pembayaran  

atas pajak terutang. 

 

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 17 

(1) 1 (satu) surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana 

dimaksud dalan Pasal 15 berlaku untuk 1 (satu) bukti pembayaran 

atas SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Keputusan 

lainnya. 

(2) Permohonan Pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan, 

dikembalikan. 

(3) Terhadap permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali 

setelah memenuhi persyaratan.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 
 
 

Ditetapkan di Sidoarjo  

pada  tanggal  15  Juli  2019 
 

    BUPATI SIDOARJO,   

              ttd 

                                                                                         SAIFUL ILAH 

 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 15  Juli  2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,  

 
   

          ttd 
 

 

 ACHMAD ZAINI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 44 

 
 
 

 
 

NOREG PERBUP : 44 TAHUN 2019 

 


